
BUPATI PTDIE

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR: I TAHUN2OLg

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE
TAHUN ANGGARAN 2019

Menimbang :

B I S M I LLAH I RRATT MAN IRRATI I M

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Pidie
Nomor 1 Tahun 2Ol9 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2019, perlu ditetapkan Peraturan
Bupati Pidie tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Tahun Anggaran 2Ol9 sebagai landasan operasional
pelaksanaan APBK Pidie Tahun Anggaran 2Ol9;

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor lo92l;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelengg€rraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones
Nomor a355);
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5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOol;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa39l;

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a6$);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 50a9);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a95);

lo.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2OtS tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

ll,Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol4 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

l2.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2OOO tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028),r/
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l3.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata cara
Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44881 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan dengan peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2or7 tentang perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2077 Nomor 2O!, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2oos tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4SO2),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
74 Ta}::un 2or2 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2072 Nomor 77 L, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

l5.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200s
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a5751;

l6.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O1,O Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

lT.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOS tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOS Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a578);

l8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keualgan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46lal;

19.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OOT tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 83, Tambahan Lembaran Nega
Republik Indonesia Nomor a783);
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2O.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2o1o tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2olo Nomor 723, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

2l.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2oll tentang pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2orr
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 52L9);

22.Perafi;ran Pemerintah Nomor 2 Tahun 2oL2 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2or2
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia
Nomor 5272);

23.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2074 tentang peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2ol4 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2or4 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2oL4 tentang peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2ol4 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
57r7);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2oL4 tentang Dana
Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2Ol4
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OL6 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2Ol4 tentang Dana
Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 586a);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLT
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6Oal);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2077 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2077 Nomor 106, Tambahan Lembaran Nega
Republik Indonesia Nomor 6057);
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27. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2ol8 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2ol9 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2olg Nomor
225);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2o7l tentang perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2OLI Nomor S1O);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2oll tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor 45o) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peratural Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2ol8 tentang perubahan Ketiga Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2oll tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2OL8 Nomor a6g;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2otr tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana operasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor tO67);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2OI9 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2OI8 Nomor 7Ol);

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE TAHUN
ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun

1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah
b. Dana Perimbangan
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Jumlah Pendapatan

Anggaran 2Ol9 terdiri atas :

Rp 282.274.740.586,-
Rp 1.132.399.OO1.764,-
Rp 8o1.8o2.768.6O9.-
Rp. 2.216.416.510.95
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Belanja
a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja pegawai
2) Belanja bunga
3) Belanja subsidi
4) Belanja hibah
5) Belanja bantuan sosial
6) Belanja bagi hasii
7) Belanja bantuan keuangan
8) Belanja tidak terduga

b. Belanja Langsung
1) Belanja pegawai
2) Belanja barang dan jasa
3) Belanja modal

Jumlah Belanja
Surplus/(Defisit)

Pembiayaan :

a. Penerimaan
b. Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan Netto
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan :

3.

Rp 7O7 .845.641.447 ,-
Rp o,-
Rp 150.O00.O00,-
Rp 7.383.000.000,-
Rp 72.206.479.258,-
Rp 2.446.498.47O,-
Rp615.441.330.576,-
Rp 5,000,000,000,-

Rp 139.87 8.342.848,-
Rp441.050.878,462,-
Rp318.567.932.225,-
Rp2. 250.070. 1 03.286.-
Rp (33.653.592.327),-

Rp 33.653.592.327,-
Rp o,-
Rp 33.653.592.327.-
Rp 0,-

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum
dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam
Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran APBK yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan
lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat
daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengund.angan peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal: Zt Januari 2OL9M

Diundangkan di :

Pada tanggal :

Sigli
?l Januari 20tgM
15 Jumadil Awal l44O H

^EKRETARIS DAERA_-T,KRTJ'IARIS DAI'RA
KABUPATEN PIDIE,

A 

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2OI9 NOMOR OI

l, Jumadil Awal t44OH

MULIYADI


